LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : §- 16 1PKI2020
Tanggal : 14 Jdanuan 2020
HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Tentang Pajak Restoran

Kode Daerah: 3213

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan

4 | Nama Pasal 2 - - Telah sesuai dengan UU
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan INemor26 Tenun 2005

- ) oleh Restoran.
| 2. | Objek Pasal 3 - Telah sesuai dengan UU
(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Normor 28 Tahun 2009.
(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di
tempat lain.
(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak
melebihi Rp1.500.000,00,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupigh).

3. | Subjek Pasal 4 - | Telah sesuai dengan UU |

(1) Subjek Pajak adafah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan | Npmor 28 Tahun 2009.
dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Restoran. -

4. | Dasar Pengenaan Pasal 5 ) Telah sesuai dengan UU
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang INemar 28 Tahun 2603
seharusnya diterima oleh Restoran.

5. | Tarf Pasal 6 - Telah sesuai dengan UU
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Nornor 28 Tahun 2009. ]

6. | Cara Penghitungan Pajak Pasal 7 - Telah sesuai dengan UU
Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Nomgr 25 Thun200S:

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
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Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka
waktu tertentu dan setelah ditequr secara terfulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang.

Nomor 28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan ‘
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. - 1
7. | Wilayah Pemungutan Pasal 8 - Telah sesuai dengan UU |
_ Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran beriokasi. Nomor 28 Tahun 2009.
8. | Masa Pajak Pasal 9 - Telah sesuai dengan UU
Pajak dikenakan untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan Kalender kecuali ditetapkan | Nomor 28 Tahun 2009.
lain oleh Bupati.
Pasal 10
Saat Pajak Tentang adalah pada saat Pembayaran atas pelayanan di
restoran dan/atau pada saat ditetapkannya surat ketetapan pajak oleh Bupati
dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. | Penetapan Pasal 12 - Telah sesuai dengan UU
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Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan

¢. SKPDN jika jumiah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakiu paling lama

24 {dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Pasal 14 - Telah sesuai dengan UU

Nomor 28 Tahun 2009.

Tata Cara Pembayaran dan

Penagihan (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus.

(2) Pajak dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak
untuk melunasi pajaknya.

(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak

dan harus dilunasi dafam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Waijib Pajak untuk

| mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
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‘ No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

)

(@)

sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat |

lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSPD, ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 16

Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil peneliian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Jumlah kekurangan pajak yang ferutang dalam STPD sebagaimana I

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya
dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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Materi Raperda ’ Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan

Pasal 24 - Telah sesuai dengan UU

Kedaluwarsa |
Nomor 28 Tahun 2009,

‘ (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,
kecuali apabila Waijib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

‘ | ‘ daerah.

' (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau ‘

| | ‘ b. ada pengakuan utang pajak dari Waijib Pajak, baik langsung maupun

‘ ' tidak langsung.
‘ ‘(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
‘ dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak ‘
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
‘ (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
‘ masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada
| Pemerintah Daerah.

‘ ‘ (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

‘ atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Waijib

Pajak. ‘ ‘

—_
—_

‘ Pasal 25 ‘ ‘

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. ‘
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah ‘

| kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1.
‘ (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur ‘
dengan Peraturan Bupati. ;

- Telah sesuai dengan UU+

- |
‘ 12. | Sanksi:
Nomor 28 Tahun 2009,

| ‘ a. Administratif

Pasal 16

|(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana ‘ : |
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda ' Rekomendasi Keterangan
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi |
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk ‘ ‘ |
L ‘ | paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. l | |
b. Pidana | Pasal 31 - | Telah sesuai dengan UU |

‘ (1) Waijib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau ‘
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan |

‘ keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat

| dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

‘ kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau

‘ mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat

‘ dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana

‘ denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

‘ Pasal 32

‘ Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui
‘ jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya
Masa Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahun ‘
‘ Pajak yang bersangkutan.

| Pasal 33

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena ‘
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana |

‘ dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana |
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak ‘

‘ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). ‘
‘ (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak

| dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana 2 dimaksud dalam Pasal 29

‘ Nomor 28 Tahun 2009,
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Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

| 13. | Tanggaﬁulaﬁeﬂaﬁnya.—.’

ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2

(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh ‘
juta rupiah).

‘ (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘ dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya

dilanggar.

‘ (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku Waijib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. ‘

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 » dan Pasal 33 ayat (1) dan ‘

Pasal35 -

‘ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan‘
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah‘
| Kabupaten Pegunungan Arfak. |

ayat (2) merupakan penerimaan negara.

14. || Lain-lain

[i-

Telah sesuai deng
Nomor 28 Tahun 2009.
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